
 

BUPATI BANJAR 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 
NOMOR   56    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 

MELALUI PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa perusahaan pers mempunyai peranan penting sebagai 
wahana penyebaran informasi yang dapat 
menumbuhkembangkan interaksi positif dalam mendukung 

tercapainya pembangunan Daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi 

dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah, perlu didukung penyebaran informasi dan 
komunikasi publik oleh perusahaan pers media siber;  

c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerjasama 
penyebaran informasi dan komunikasi publik dengan 
perusahaan media siber, perlu melakukan Perubahan 
terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2023 
tentang Tata Cara Penyebaran Informasi dan Komunikasi 
Publik Melalui Perusahaan Pers Media Siber; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyebaran 
Informasi dan Komunikasi Publik Melalui Perusahaan Pers 
Media Siber; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3887); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5952); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779);  
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11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja 

Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6219); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);   

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor  13 Tahun 2016  
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); 

19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata 
Cara Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Melalui 
Perusahaan Pers Media Siber (Berita Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2023 Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA 
PENYEBARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI 

PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyebaran Informasi dan 
Komunikasi Publik Melalui Perusahaan Pers Media Siber (Berita 
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

(1) Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama dengan 

Perusahaan Pers Media Siber dalam penyebarluasan 
informasi kegiatan: 

a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

b. pembangunan Daerah; dan  

c. layanan masyarakat.  

(2) Perusahaan Pers Media Siber sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. berbadan hukum; 

b. Terverifikasi Faktual oleh Dewan Pers terkait 
kelembagaan dan jurnalisme Perusahaan Pers Media 

Siber atau sedang dalam proses pengajuan verifikasi 
faktual kepada Dewan Pers; 

c. memiliki layanan untuk menampilkan statistik 

pengunjung Media Siber untuk mengetahui jumlah 
berita dalam jangka waktu harian, mingguan atau 

bulanan serta jumlah pembaca setiap berita; dan 

d. memiliki nomor induk berusaha. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

(1) Perusahaan Pers Media Siber yang akan melakukan kerja 

sama pemberitaan dengan Perangkat Daerah harus 
mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun berkenaan.  

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

Verifikasi oleh Tim Verifikator yang dilakukan sesuai dengan 
persyaratan. 
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3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: 

a. kebijakan Daerah terkait dengan Tata Cara Penyebaran 

Informasi dan Komunikasi Publik Melalui Perusahaan Pers 
Media Siber tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Bupati ini; dan  

b. Perusahaan Pers Media Siber yang telah bekerja sama 
dengan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun sejak 
diundangkan.  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banjar. 

        Ditetapkan di Martapura 
        pada tanggal 29 Desember 2023 

        BUPATI BANJAR, 

 

Ttd 

 

                 SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura 

pada tanggal  29 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

      Ttd   

                     MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 56 


